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ABSTRAK 

MUHAMMAD ZHUHRI FACHYUZAR 

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang 
berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan 
oleh korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban atas 
perbuatan pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
sebenarnya telah diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  
Kekerasan  Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan 
hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur 
secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
dengan metode pendekatan case approach dan statute approuch 
 
Berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana 
Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitasi telah diatur dalam 
KUHP dalam Buku II Bab XIV mengenai kesusilaan dan dimana 
Penerapan sanksi kepada pelaku bisa dilihat dari Undang-Undang No 12 
tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tersebut 
adanya Pertambahan Hukuman Pidana kepada pelaku dimana itu tidak 
diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan anak menjadikan landasan dalam pemberian sanksi kepada 
pelaku kekerasan sesksual. Pertanggungjawaban Pelaku atas sanksi 
Pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di jelaskan  
dalam Pasal Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang- undang 
Nomo 12 Tahun 2022 dimana pertimbangan hukum hakim dalam 
penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang 
disabilitas berdasarkan fakta yuridis dan non yurids maka terdakwa 
dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.  

Kesimpulan pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang 
diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No 12 tahun 2022 serta Hak bagi 
penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 
2016. 
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